
BUPATI KUNINGAN 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 

NOMOR 2 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2015 

BUPATI KUNINGAN 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor Tahun 2015  ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 
2015 ,  perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015 .  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  
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tentang 
Republik 

Lembaran 

4. 

5. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. 

7. 

8. 

Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. 

10.  

1 1.  

12. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  No. 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4  tentang Desa 
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;  

Undang-undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

✓ 

Republik Indoncsia Nomor 5587) scbagaimana tclah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2 0 1 4  tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14  

Negara Lembaran Nomor 246, Tambahan 
Indonesia Nomor 5589) ; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028 ) ;  
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14 .  

15 .  

16 .  

17 .  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ,  
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
4712 ) ;  

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502 ) ; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12  tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 12  Nomor 1 7 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340) 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575 ) ;  

part1ran Demerintgh Nomor 56 Tghmn ns tentp Gigstem « A CA L 44 ± CA ±  A  t. .A i  A±L4 .A4 LAA± « A .A A «A A ±  4 u s  t  ± ± L C4A 4 $  A  LA 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010  
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  No. 1 1 0 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155 ) ;  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585 ) ;  

20 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 
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2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
4614) ;  

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

24.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 8  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 12  No . 195 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 535 1 ) ;  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010  tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010  
NO. 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 
5107) ;  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata 
Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemeerintah di wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2 0 1 1  tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20 10 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
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Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4209); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  tentang tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 1 9 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;  

29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 
S + � � rl � -  /\ l n , � + � � S �  Deme��+�t-. IT ,,,�t-.�-�- l\Te~�-� D��,,t-.1�1,  
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219 ) ;  

3 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);  

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 92,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

33 .  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 4  Nomor 123 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) 

34 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) 

35 .  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2 0 1 2  tentang perubahan kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  ten tang 
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2  Nomor 155 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334 ) ;  

36 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  T a h u n  2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pengajuan, Penyelesaian dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

4 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012  ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

42 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

43. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2014  Nomor 32 ) ;  

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015  (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 680) ; 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Nomor 58 Tahun 2007); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada PT. Bank Jabar-Banten (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 69 seri E); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan 
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
2008 Nomor 70 seri E); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2010  Nomor 1 1 7  seri E) sebagaimana telah 
diubah dengan Perda Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 3  (lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan No. 1 8  Seri E); 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E) Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan 
Nomor 4 Tahun 2014  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2010  Nomor 4 Seri E); 

49. 

50. 

5 1.  

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 2  Tahun 
2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Kuningan Tahun 2 0 1 0  Nomor 
1 1 7  Seri E); 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 
2 0 1 0  tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2 0 1 0  Nomor 129 Seri E); 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 
2010  tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan 
Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kertaraharja Kabupaten 
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
2010  Nomor 130 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan 
Perda Nomor 27 Tahun 2 0 1 3  (Lembaran Daerah Tahun 

2 0 1 3  Nomor 27 Seri A); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 
2013  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 3  Nomor 
29 seri A); 
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54. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 

2015  ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2015 ;  

55. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012  tentang Ketentuan 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kuningan; 

56. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2014  tentang 
Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Dacrah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 .  +  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 .  

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015  
se bagai beriku t : 

1. Pendapatan Daerah Rp. 2 .051.894.954 .139,00 
2 .  Belanja Daerah Rp. 2 . 120 .759 .715 .351 ,00  

Defisit Rp. (68 .864 .761 .212 ,00)  
3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan Rp. 74,464 ,761 ,212 .00 

b. Pengeluaran Rp. 5,600,000,000.00 

Pembiayaan Netto Rp. 68 .864 .761 .212 ,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 

Pasal 2 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ditetapkan di : Kuningan 
]-pada tanggal : 3 0 - I  -  20l5 

+ BuPATI KUNINGAN 

KASUBAG I 

KASUB8ID 

KA B I D  

SEKRETARIS 

KEALA B A. r  

ASISTI 

SEKRFT: 

DAEB# 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015  
BADAN PENGEL.A#AN KEUANGAN D - A S ± T  

AgarD/setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
r------"-- 

_PEJABAT Perat an Bupr inid@n;an penempatannya dalam Berita Daerah. 
2olS 

i 2  P  

�  

@rs csoERIAH HAMID SUGANDA A. 
Diundangkan di Kuningan i :  (If°  
p a a  tanesa;381! 7??" 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

/ + 
... -- - -.\ 

a £ E T D /  

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 20 15  NOMOR 

9 


